KETERJAMINAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS MELALUI WASIAH WAJIBAH
Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna sebagimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 3. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hal-hal yang berkaitan tentang peribadahan maupun hal-hal yang berkaitan tentang hubungan sesama manusia (muamalah), termasuk diantaranya Islam mengatur tentang permasalahan pewarisan. Ilmu yang membahas permasalahan pewarisan disebut ilmu mawaris, yaitu Ilmu yang membahas pembagian harta waris (tirkah) kepada ahli waris, bahkan selain itu juga membahas tentang wasiah yang harus ditunaikan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab pewarisan ada empat; yaitu Islam, adanya hubungan kekerabatan atau nasab hakiki (al-Qarabah), adanya hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri (Mushaharah) dan adanya hubungan perbudakan atau memerdekakan budak (Wala’). Berdasakan pada inilah maka anak angkat tidak mendapatkan hak untuk menjadi ahli waris, sementara bisa jadi hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat yang meninggal justru lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris yang lainya.
Oleh sebab itulah dalam rangka mewujudkan rasa keadilan maka pembagian harta waris kepada anak angkat bisa melalui jalan lain, yaitu pemberian wasiah dari mayyit kepada kerabat yang tidak memdapatkan hak waris karena adanya penghalang syara’ seperti pemberian kepada anak angkat tersebut dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta waris yang ditinggalkan oleh mayit (orang tua angkat).
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Pendahuluan
A. Latar Belakang
Harta adalah hiasan dunia, sehigga hampir semua orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dan memilikinya, baik dengan cara yang dibenarkan oleh Syara’ maupun dengan cara yang bertentangan dengan Syara’, maka tidak sedikit harta justru menjadi pemicu utama terjadinya konflik antar sesama manusia tidak terkecuali antar sesama anggota kelurga. Pun demikian dalam pembagian hak waris, sering kali terjadi perselisihan dan konflik antar sesama ahli waris. Oleh sebab itulah perlu adanya ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang mengatur permasalahan yang ada hubungan keterkaitan antara manusia satu dengan yang lainya. Hukum inilah biasa disebut dengan Ahkam Mu’amalat atau Ahkwal Syakhsiyyah, dimana di dalamnya mengatur permasalahan-permasalahan seputar keluarga dan diantara salah satunya adalah ilmu kewarisan yang membahas tentang tata cara pembagian harta waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu ada kalanya salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang tua sudah memberikan pesan khusus terkait pembagian harta waris kelak ketika ia sudah meninggal. Pesan khusus inilah yang kemudian disebut wasiah. 
Sebenarnya wasiat sudah dikenal sejak pra islam, meskipun seringkali disalah gunakan untuk mendholimi salah satu kerabat yang semestinya mendapatkan harta waris. Wasiat yang direapkan oleh masyarakat Yunani adalah dengan memberikan izin kepada siapapun yang menghadapi kematian untuk membuat wasiat kepada orang yang disenangi saja, sedangkan masyarkat romawi menjadikan wasiat untuk melegitimasi pengurangan atau pengalihan hak terhadap harta waris kepada orang lain. Pada  Masa Arab Jahiliyyah wasiat dapat diberikan kepada orang asing yang memiliki kedekatan persahabatan atau perjanjian melebihi kerabat dekat yang sebenarnya masih memiliki hubungan keturunan atau nasab
. Dalam hukum Islam sebagiamana termaktub dalam Q.S Al-Baqarah: 180
, wasiat merupakan salah satu yang perkara yang dibenarkan bahkan diperintahkan untuk diberikan kepada kerabat yang terhalang oleh ketentuan tertentu untuk mendapatkan hak waris atas harta waris peninggalan mayyit.
Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu point yang menjadi pusat perhatian utama para pengkaji ilmu hukum, baik hukum Islam maupun hukum umum, sebab dalam konsep kewarisan Islam, harta waris peninggalan mayyit hanya diberikan kepada ahli waris tertentu dan dengan jumlah yang berbeda antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lainya. Dalam hukum kewarisan Islam sudah dibahas secara detail dan rinci tentang siapa yang berhak mendapatkan harta waris berikut berapa bagian masing-masing serta siapa yang terhalangi untuk mendapatkan harta waris berikut dengan sebab-sebab terhalangnya
. Sementara wasiah wajibah, baik berupa harta benda, manfaat atas benda, hutang piutang dan lain-lain justru bisa saja diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan nasab atau kerabat, hubungan perkawinan dan wala’
. Hal ini sesuai dengan sebuah pernyataan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, termasuk dengan ditandainya bahwa Islam selalu memberi solusi atas problematika kehidupan sosial masyarakat sekaligus pada orientasi menciptakan kemanfaatan untuk ummat manusia dan menolak kerusakan dan kemudharatan (Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala  Jalb al-Mashalih)
. 
Dalam konteks di Indonesia, konsep wasiat diatur dalam KHI Pasal 194 - 209 melalui  instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, meskipun dalam KHI tersebut masih terbatas pada pemberian wasiat kepada anak angkat dan ayah angkat saja. Tentu ini berbeda dengan negara-negara timur tengah lainya seperti maroko, mesir dan suriah yang juga mengatur terhadap hak wasiat kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu ketimbang kakeh atau neneknya
. Di kalanagn masyarakat Indonesia sebenarnya terjadi perbedaan praktek terhadap pemberian wasiat wajibah, apakah praktek tersebut harus disesuaikan dengan konsep hukum Islam atau sesuai dengan konsep KHI, terlebih wasiat merupakan salah satu tindakan hukum dan membawa akibat hukum tertentu
, selain itu juga  kepada orang tua angkat atau anak angkat. Misalkan di Jawa, Sulawesi dan Kalimantan anak angkat atau orang tua angkat bahkan bisa mendapatkan warisan jika dipandang berkelakuan baik. Sementara di Minangkabau pengangkatan anak atau orang tua angkat tidak menyebabkan saling mewarisi, namun hanya bisa melalui jalur wasiat wajibah
.
B. Rumusan Masalah
Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam hukum perspektif Fiqh Islam dinyatakan bahwa wasiah wajibah hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara pemberian wasiah tersebut. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat diberikan wasiah wajibah dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga (1/3) dari harta waris orang tua angkatnya.
Dari pernyataan diatas, penulis tertarik untuk meneliti hukum pemberian wasiah wajibah kepada anak angkat dalam perspektif Fiqh Islam terlebih dahulu sebelum meneliti hukum pemberian wasiah wajibah kepada anak angkat dalam perspektif KHI di Indonesia.
C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan terhadap konsep hukum-hukum normatif, yaitu dengan mengkombinasikan hukum Wasiah Wajibah dalam perspektif Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia
. Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan karena hanya lebih difokuskan pada penelitian data skunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara library reseacrh (kajian kepustakaan) dan penelusuran bahan bahan hukum dari literatur yang terkait dan relevan di perpustakaan. 
Pembahasan

A. Hukum Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fiqh Islam
Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab Wasshaitu al-Syaia ushituhu
: saya mewasiatkan sesuatu. Wasiat menurut bahasa berarti pesan, perintah dan nasehat untuk pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain
. Menurut pengertian syar’i, wasiat adalah pemberian benda, hutang piutang dan sebuah manfaat tertentu kepada pihak lain, dengan ketentuan ia akan memilki hak atas pemberian tersebut setelah meninggalnya orang yang berwasiat
. Sedangkan wasiat wajibah adalah pemberian yang bersifat wajib dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak waris seperti cucu yang terhalang mendapatkan hak waris karena orang tuanya meninggal mendahului  kakek pemberi wasiat wajibah atau meninggal bersamaan, atau orang lain yang memiliki hubungan tertentu seperti anak dan orang tua angkat
. Sesuai penjelasan ini, maka wasiat wajibah pada dasarnya tetap harus ditunaikan, meskipun tidak diucapkan oleh si mayyit dan bukan atas kehendaknya sendiri, namun pelaksanaan wasiat wajibah ini berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang menjadikan wajib pelaksanaan wasiat tersebut
.
Pada dasarnya Islam memperbolehkan seseorang mengangkat anak (tabanni), meskipun  pengangkatan anak itu bukan berarti merubah status keturunan (nasab). Hal ini sesuai dengan QS. Al-Ahzab: 4
. Ayat itu turun (Asbabun Nuzul) sebagai teguran kepada Nabi Muhammad di saat mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah dan menjadikanya selayaknya anak kandung. Berdasarkan pada ayat itu maka konsep Islam tentu bertolak belakang dengan tradisi Arab pra Islam
, sebab dalam Islam pengangkatan anak tidak merubah status nasabnya, sehingga anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, bahkan mereka boleh menikah. Dengan demikian dalam Islam pengangkatan anak hanya sebatas pada peralihan tanggung jawab nafkah, perawatan, pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
Pembagin harta waris adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh ummat Islam, karena pembagian harta sesuai dengan ilmu waris merupakan tasharruf terhadap harta peninggalan yang penunainya setelah meninggalnya orang yang punya harta warisan tersebut (al-Tasharrufu fi ma ba’da al-mauti), sehingga pembagian harta warisan adalah sebuah keharusan
. Namun ada kalanya si mayyit itu sudah meninggalkan pesan khusus (wasiat) agar sebagian hartanya diberikan kepada orang tertentu yang sebenarnya tidak ada hubungan kerabat atau nasab sama sekali seperti anak angkat, atau ada hubungan kerabat jauh seperti cucu dan lainya. Maka pemberian harta waris kepada orang yang diberi pesan khusus inilah yang disebut wasiat wajibah
.
Dalam kajian Fiqh Islam, sebenarnya para ulama ahli fiqih berbeda pendapat terkait hukum penunaian wasiah wajibah ini. Imam Az-Zuhri, Abu Mujlaz dan Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat ini hukumnya Fardhu Ain atas setiap orang yang memiliki harta benda walaupun sedikit di saat akan  meninggal. Mereka berpegang pada pendapat Sahabat Ibn Umar
, Thalhah, Zubair, Abdullah ibn Ubay dan lainya
. Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran Surat  Al-Baqarah ayat 180  dan An- Nisa ayat 11 dan 12
, yang secara umum menyatakan bahwa apabila sudah tiba tanda-tanda kematian itu maka wajib bagi siapapun untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya secara baik 
.  Sementara mayoritas ‘Ulama Ahli Fiqh empat Madzhab Ahlus Sunnah berpendapat bahwa hukum wasiat bisa jadi berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Wasiat bisa jadi wajib jika terkait dengan penunaian zakat, kafarat dan fidyah, sunnah jika diberikan kepada kerabat yang terhalang untuk mendapatka hak waris
, bahkan adakalanya wasiat justru menjadi haram jika dapat berakibat pada munculnya kemudharatan dan penyimpangan
. Hal ini berdasarkan pada sebuah Hadits yang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: ”sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan kebaikan selama tujuh puluh tahun, kemudian melakukan penyimpangan dalam wasiatnya, maka ia dimasukkan ke dalam neraka, dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan kejelekan selama tujuh puluh tahun, kemudian berbuat adil dalam wasiatnya, maka ia dimasukkan ke dalam surga”, kemudian Abu Hurairah berkata: “Bacalah Hadits itu sekiranya kalian menghendaki, karena itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kalian melampui batas (Al-Baqarah 229)”
.
Dengan demikian menurut jumhur ‘ulama hukum wasiat wajibah bukanlah fardhu ‘ain, baik wasiat kepada orang tua ataupun kerabat lain yang tidak mendapatkan hak waris terhadap harta peninggalan. Bahkan menurut sebagian dari mereka bahwa kewajiban berwasiat kepada orang tua dan ahli waris telah dihapus (mansukh) oleh sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris
, sehingga kewajiban berwasiat itu hanya berlaku sebelum turun ayat tentang mawaris
. 
Selain itu jumhur fuqaha’ juga mensyaratkan bolehnya wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan pada sebuah Hadits, ketika Rasulullah SAW  menjenguk Sahabat Sa’ad Ibn Abi Waqs yang sedang sakit keras. Niat baik Sa’ad Ibn Waqs untuk mensedekahkan dua pertiga bahkan seluruh hartanya ditolak oleh Rasulullah SAW hingga hanya sepertiganya saja yang disetujui untuk disedekahkan
.
Salah satu hikmah Rasulullah SAW hanya memberikan ijin berwasiat tidak boleh melebihi sepertiga adalah agar tidak terjadi kedhaliman dan kemudharatan terhadap ahli waris lainya, sebab sekiranya diperbolehkan berwasiat lebih dari sepertiga maka bisa jadi ahli waris justru tidak  mendapatkan bagian warisan, lebih-lebih wasiat menurut mayoritas ulama’ hanya sebatas anjuran, sedangkan menunaikan hak ahli waris adalah kewajiban, maka tentunya perkara yang sunnah (anjuran) tidak boleh melebihi perkara yang diwajibkan
, sebagaimana dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda: “ sesungguhnya jika engkau meninggalkan keluargamu dalam kecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kekurangan sehingga harus mengemis kepada orang-orang
. Akan tetapi sekiranya ahli waris lainya memberikan ijin terhadap wasiat yang melebihi sepertiga atau jika orang yang berwasiat tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka hal ini diperbolehkan
.
B. Wasiat Wajibah Terahadap Anak Angkat Dalam Perspektif KHI
Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat terlepaskan dari pengaruh hukum Fiqih Islam pada umumnya. Selain itu kesadaran menjalankan agama juga mendorong masyarakat Islam untuk menilai dan membumikan Syariat Islam agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya, sehingga pengerahan daya akal dan pikiran (ra’yu) menjadi sangatlah penting agar segala permaslahan yang tidak disebutkan di dalam al-Quran mendapatkan jawaban dan solusinya
. Hal inilah yang kemudian mendasari kelahiran KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia. KHI adalah kumpulan kaidah-kaidah Islam yang sistematis dan lengkap yang kehadiranya sebagai sumber hukum ummat Islam di Indonesia. Kehadiran KHI memberikan pemikiran fiqh yang bercirikan dan sesuai dengan kepribadian masyarakat muslim  Indonesia. Dengan demikian maka KHI adalah solusi bagi penerapan hukum Islam dengan menjamin anak angkat untuk tetap mendapatkan harta peninggalan mayyit itu melalui jalur wasiat wajibah
. Sebenarnya KHI tetap selaras dengan hukum Islam, dimana status anak angkat tetap berada di luar ahli waris, namun KHI ternyata juga mengadopsi hukum adat terkait pemindahan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Dengan demikian wasiat wajibah mengenai harta peninggalan harus dianggap telah ada, baik tertulis atau tidak tertulis, terucap atau tidak terucap, atas kehendak orang yang meninggal (mayyit) atau bukan atas kehendaknya, bahkan  pelaksanaan pembagiannya harus lebih didahulukan dari pelaksanaan pembagian harta waris atau wasiah biasa
.  
Kehadiran KHI menjadi penting untuk mengakomodir atau melegitimasi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat muslim di Indonesia dalam pengangkatan anak (tabanni) dan pemenuhan terhadap hak-haknya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak menjadi hak dan wewenang pengadilan agama dengan berdasarkan Hukum Islam
. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut KHI, status anak angkat adalah dinyatakan sebagai anak sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah (nasab), perwalian dan waris dengan orang tua atau kerabat asli. Dengan kata lain pengangkatan anak tidak membawa pengaruh terhadap status aslinya. Sebab pengangkatan anak tak lain adalah perwujudan nilai-nilai keimanan seseorang, dalam pengertian membawa misi kemanusian dalam wujud memelihara, menjaga, mengayomi, merawat dan mengasuh anak orang lain.

Meskipun pengangkatan anak menurut KHI tidak merubah status anak, namun hal itu tidak mengurangi nilai dan maknanya, sebagaimana termuat di dalam pasal 209
 yang secara jelas menerangkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima harta waris atau wasiat biasa sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta waris.
 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah menurut KHI adalah wasiat yang wajib diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat berdasarkan ketentuan undang-undang yang tidak mendapatkan warisan atau wasiat sebelumnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan
. Yang mendasari hal ini adalah untuk meuwujudkan kemashlahatan
 bagi anak angkat sebagaimana orang tua mendapatkan hak asuh terhadap anak angkat tersebut. Selain itu juga demi terpenuhinya nilai-nilai keadilan bagi anak angkat ataupun orang tua angkat, dimana mereka secara emosional lebih dekat dengan mayyit ketimbang ahli waris yang lainya
.
C. Pemberian Wasiah Wajibah Bagi Anak Angkat Di Indonesia
Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa ada kesepahaman makna antara KHI dan Fiqh  Islam dalam menempatkan status anak angkat, yaitu kedudukan anak angkat tetap berada di luar ahli waris. Akan tetapi apabila melihat pada adanya perpindahan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat seperti dalam pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan lainya, maka wasiah wajibah merupakan secara muthlak dianggap keberadaanya meskipun tidak terucap dan tidak tertulis sebagai pengganti hak waris.
Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 KHI merupakan cara (wasilah) yang sempurna dalam menerapkan hukum Islam (Figh) yang bercirikan dan sesuai dengan kerpribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian Hakim yang bertugas sebagai pejabat pelaksana tugas Peradilan Agama berkewajiban memberi jaminan keadilan kepada ummat Islam di Indonesia dalam bidang perkara perdata tertentu seperti penjaminan pemberian wasiah wajibah
. Dalam hal ini seorang hakim melalui peradilan dapat dimaknai memiliki hak atau wewenang untuk memutuskan bahkan memaksa seseorang untuk memberi wasiat wajibah kepada orang tertentu
.

Keputusan sebagiamana tersebut diatas tidak bisa dimaknai menyimpang dari ajaran Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagi sumber hukum utama Fiqh Islam, namun justeru keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka memberi keadialan kepada para ahli waris terutama yang memiliki hubungan emosional tertentu. Keputusan pemberian wasiah wajibah oleh hakim seperti ini sebenarnya berpedoman pada kaidah umum wasiah sebagaimana diatur dalam KHI pasal 194-209 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, sebab KHI tidak menjelaskan aturan wasiah wajibah secara rinci. Pemberian Wasiah Wajibah juga didukung oleh teori Al- Mashlahah Al-‘Ammah dan Maqashid Al-Syari’ah
 yang direkontruksikan: bahwa pengangkatan anak hanya sebatas pemindahan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat, bukan bermakna perubahan status keturunan (nasab), pemberian wasiah wajibah tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) harta yang ditinggalkan agar tidak merugikan ahli waris lain dan pemberian wasiat wajibah juga harus berdasarkan pada kesamaan derajat, sehingga dipahami bahwa wasiat wajibah yang diterima oleh anak angkat semestinya sebesar bagian waris yang diterima oleh anak kandung.

Kehadiran KHI menjadi sangat penting guna mengkontekstualisasikan Fiqh Islam ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dapat mengakomodir hak-hak anak angkat sehingga keberadaanya menjadi legal. Dengan demikian setelah anak angkat sudah masuk ditengah keluarga angkatnya, maka ia mendapatkan payung hukum yang pasti meskipun secara kedudukan dalam harta waris tetap harus ada perbedaan dengan anak kandung. 
Kontekstualisasi Fiqh Islam dirasa sangat diperlukan agar nilai-nilai ajaran Islam bisa diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemberian wasiah wajibah sebagaimana yang diterapkan KHI merupakan salah satu hasil kontekstualisasi itu dengan mengkompromikan hukum dalam perspektif  Fiqh Islam dengan hukum adat yang sudah sejak lama berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan kesepahaman bahwa hukum adat yang dimaksud juga membawa nilai-nilai kebaikan dan kemashlahatan untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kontekstualisasi ini, hukum adat berfungsi melengkapi susunan tata hukum Fiqh Islam terlebih dalam permasalahan seputar pernikahan, warisan, wasiat, hibah dan lainya. Pernyataan ini rasanya tidak berlebihan apabila melihat kenyataan bahwa sebelum Islam hadir, masyarakat Indonesia sudah menjalankan kehidupanya sendiri dengan menjalankan hukum adat yang mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, ketertiban, kerukunan dan keutuhan
.
Simpulan

Berdasrkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam batas batas tertentu dan tidak merugikan ahli waris asli dari orang tua angkatnya.
b. KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan produk hukum Islam yang bercirikan Indonesia karena hasil kontekstualisasi hukum dalam perspektif  Fiqh Islam ke dalam  kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.
c. Kehadiran KHI menjadikan keberadaan anak angkat menjadi legal dan hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum secara sah.
d. Wasiah wajibah adalah pemberian yang bersifat wajib berupa benda,  hutang piutang dan sebuah manfaat tertentu kepada pihak lain, dengan ketentuan ia akan memilki hak atas pemberian tersebut dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak waris.
e. Wasiah wajibah merupakan solusi yang diberikan oleh KHI kepada anak angkat untuk mendapatkan haknya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dengan ketentuan dan dalam batas-batas tertetu.
f. Wasiah wajibah sebagaimana tertuang dalam KHI merupakan hasil  kompromistis hukum Fiqh Islam dan hukum Adat yang sudah berlaku sejak lama di Indonesia.
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